BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG

Menimbang :

Mengingat

—

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan wuntuk
pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018 maka perlu
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2018;

. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

26. Peraturan Daerah...
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Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006
tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah
Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Jembrana  Nomor 2),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 38);

36. Peraturan Daerah...
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
12), sebagaimana telah diuabh dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 45);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
2017 Nomor 79);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor Tahun 2018
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 82

).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 79),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1...



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp.1.119.988.105.151,53
2. Belanja Daerah Rp.1.329.738.139.789,16
Surplus / (Defisit) Rp. (209.750.034.637,63)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 222.895.706.793,65
b. Pengeluaran Rp. 13.145.672.156,02
Pembiayaan Netto Rp. 209.750.034.637,63

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. -

. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

sejumlah Rp. 130.178.756.580,49
b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 691.501.422.972,30
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang sah sejumlah Rp. 298.307.925.598,74

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 43.982.006.005,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 16.023.015.320,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan sejumlah Rp. 6.054.169.977,17
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah sejumlah Rp. 64.119.565.278,32

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 22.630.302.079,00
b. Dana Alokasi Umum

sejumlah Rp. 552.328.679.795,00
c. Dana Alokasi Khusus

sejumlah Rp. 166.542.441.098,30
d. Dana Penyesuaian Rp. 0,00

(4) Lain-lain...
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Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah sejumlah Rp. 29.670.560.000,50
b. Dana Darurat sejumlah Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak

sejumlah Rp. 109.508.204.708,64
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sejumlah Rp. 37.250.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi

atau dari pemerintah daerah

lainnya sejumlah Rp. 82.487.436.889,60
f. Dana Alokasi Desa Rp. 39.391.724.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
Sejumlah Rp. 559.352.496.379,37
b. Belanja Langsung Sejumlah Rp. 770.385.643.409,79

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 400.826.312.598,56
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. -
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. -
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 18.961.398.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial

sejumlah Rp. 4.910.010.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 17.636.778.593,41
g. Belanja Bantuan Keuangan

sejumlah Rp. 116.617.997.187,40
h. Belanja Tidak Terduga

sejumlah Rp. 400.000.000,00

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 54.384.674.510,00
b. Belanja Barang dan Jasa

sejumlah Rp. 323.475.924.440,84
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 392.561.044.498,95

4. Ketentuan...



4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah Rp. 222.895.706.793,65
b. Pengeluaran Sejumlah Rp. 13.145.672.156,02

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp. 219.995.706.793,65
b. Pencairan dana cadangan
sejumlah Rp. -
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan sejumlah Rp. -
d. Penerimaan pinjaman daerah
sejumlah Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian
Pinjaman sejumlah Rp. -
f. Penerimaan piutang daerah
sejumlah Rp -
g. Penerimaan Dana Talangan
sejumlah Rp. 2.900.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan
sejumlah Rp. -
b. Penyertaan Modal (investasi)
Pemerintah Daerah sejumlah Rp 10.245.672.156,02
c. Pembayaran Pokok Utang
sejumlah Rp. -
d. Pemberian Pinjaman Daerah
sejumlah Rp. -
e. Pengeluaran Dana Talangan
sejumlah Rp. 2.900.000.000,00

Pasal II...



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 3 Oktober 2018
BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 3 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 84

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI
BALI : ( 8,64/2017 )



